BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DALAM PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GORONTALO,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro
dan Kecil, Pemberian [UMK berdasarkan pendelegasian

kewenangan dari Bupati/Walikota kepada camat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati
Kepada Camat Dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro
dan Kecil;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha,
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);



Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3,
Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga
kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26
Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun 2012 Nomor 26);

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM IZIN -
USAHA MIKRO DAN KECIL

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah daerah Kabupaten Gorontalo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Bupati adalah Bupati Gorontalo.

Dinas adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Gorontalo.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah Kabupaten.

Camat adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Bupati untuk menangani sebagian wurusan otonomi
daerah dan ‘menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan. 4



7. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan kewenangan
Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan,
rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan,
penyelenggaraan, pengendalian/pengawasan, pengumpulan
data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan.

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang -Undang
Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

%‘W usaha yang bukan merupakan anak perusaiaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau n:ienjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha
Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha
Kecil sebagaimana diatur dalam Undang -Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

10.Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat
dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau
pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha
mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

11. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan
PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di
lokasi yang telah ditetapkan.

12. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya
disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik
di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap

terbitnya dokumen dalam satu tempat.

BA"’}\ II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kewenangan Bupati yang di delegasikan ke Camat adalah
Pemberian TUMK.



BAB III
TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 3 ,

(1) Teknis Pelaksanaan Pemberian [UMK sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan melalui PATEN
dan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2, dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pelayanan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai b'erlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengen penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

NURLAN DARISE
Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEXRETARIS D BUPATEN GORONTALO,

IJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR



